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Jika menilik pendekatan pemerintah selama ini,  kebijakan

vaksinasi diterjemahkan dengan regulasi. Pendekatan regulasi

ini memuat aturan-aturan seseorang dapat divaksinasi berikut

dengan sanksi-sanksi administratifnya jika tidak mengikutinya.

Pendekatan ini sebenarnya efektif ketika tingkat trust antara pe-

merintah-masyarakat dapat dikendalikan. Namun, situasi yang

dihadapi pemerintah saat ini adalah tingginya tingkat ketidak-

percayaan masyarakat kepada pemerintah di masa pandemi. 

Persoalan ini seharusnya menjadi catatan tersendiri bahwa

kebijakan komunikasi vaksinasi harus diperbaiki. Menilik te-

muan SMRC, maka regulasi saja tidak cukup untuk mengikat

kepercayaan seseorang terhadap vaksinasi. Selain melalui re-

gulasi, pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan metode

membuat video blogger (vlog) terhadap proses vaksinasi. Cara

ini sebenarnya sudah dipraktikkan Presiden ketika membuat

vlog mengenai aktivitas kenegaraannya. Metode yang sama ju-

ga dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan melakukan

vlog aktivitas penerapan protokol 3M di Jawa Tengah.

Hal ini dapat direplikasi pada konteks kebijakan vaksinasi.

Apalagi, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial.

Sehingga, dengan melakukan replikasi cara vlog terhadap

implementasi vaksinasi, maka trust masyarakat terhadap ke-

bijakan vaksinasi akan meningkat, yang kemudian juga dapat

berdampak kepada keikutsertaan yang akan semakin tinggi.

Namun, komunikasi kebijakan seperti ini mensyaratkan peng-

awalan ketat terhadap informasi yang beredar, terlebih ketika

ruang media sosial kerap dihantui oleh informasi palsu. Lalu,

bagaimana kawalan yang dapat dilakukan?

Pemerintah dapat mengaktivasi polisi virtual sebagai bagian

dari pengawalan. Aktivasi ini tidak harus diterjemahkan secara

hard power. Sebaliknya, keaktifan polisi virtual dapat diarahkan

kepada cara-cara soft power dengan fokus utama memutus

arus informasi palsu ketimbang menangkap ataupun meng-

hukum pelaku penyebaran. Pemerintah harus sadar bahwa

soft power lebih memiliki dampak edukatif kepada masyarakat

berupa kemampuan memilah informasi. Dalam hal ini, frame

berpikir pemerintah hendaknya diletakkan kepada fakta bahwa

meskipun pengguna media sosial di Indonesia tinggi, namun

aspek edukatif penggunanya sangat variatif. Sehingga, aktifnya

peran keamanan digital secara soft power melalui keaktifan

polisi virtual merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Kedua langkah tersebut dapat dilakukan pemerintah di dalam

melakukan reparasi komunikasi kebijakan vaksinasi. Patut di-

ingat bahwa pencapaian target vaksinasi merupakan komitmen

bangsa. Konsekuensinya, komunikasi kebijakan vaksinasi patut

dilakukan secara masif, baik melalui regulasi, cara-cara kreatif

seperti vlog, maupun memotong arus informasi palsu mengenai

vaksinasi Covid-19 dengan soft power. Jika integrasi ketiga cara

tersebut dilakukan secara benar, Insya Allah Covid-19 yang

telah menjadi permasalahan kompleks, akan lenyap. 

(Penulis adalah Asisten Dosen Sekolah Pascasarjana

Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan,  UGM).-f
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Sesuai Keinginan Gusti Hadi Sendiri
YOGYA (KR) - Jenazah

Kanjeng Gusti Pangeran

Haryo (KGPH) Hadiwi-

noto (adik kandung Raja

Kraton Yogyakarta Sri

Sultan Hamengku Buwo-

no X) dimakamkan di

Pemakaman Hastorenggo,

Kotagede, Yogyakarta, Ka-

mis (1/4). Jenazah Gusti

Hadi diberangkatkan dari

rumah duka di Jalan Ke-

nari Gang Tanjung VII

UH, Umbulharjo, Kota

Yogyakarta, diiringi kelu-

arga, kerabat, serta se-

jumlah Abdi Dalem Kra-

ton Yogyakarta.

Tiga putri Sultan HB X

yakni GKR Mangkubumi,

GKR Hayu, dan GKR Con-

drokirono ikut melepas je-

nazah pamannya itu. Adik

Sultan HB X, GBPH Yu-

dhaningrat mengatakan,

jenazah Lurah Pangeran

Kraton Yogyakarta itu di-

kebumikan di sebelah pu-

sara istri GBPH H Prabu-

kusumo di Pemakaman

Hastorenggo, Kotagede.

Menurut Gusti Yudha,

pemilihan lokasi pema-

kaman itu berdasarkan

keinginan Gusti Hadi sen-

diri. "Ini sebetulnya yang

buat Mas Hadiwinoto,

kalau putra-putra (Sri

Sultan HB IX) meninggal

lebih gampang di sini.

Daripada di (Pemakaman)

Imogiri karena kalau Imo-

giri harus pakai jarik,"

katanya.

Di mata keluarga, me-

nurut Yudhaningrat, men-

diang Gusti Hadi merupa-

kan sosok yang ngayomi

karena memiliki posisi se-

bagai Lurah Pangeran se-

kaligus Penghageng Tepas

Panitikisma atau lembaga

yang mengelola pertanah-

an Kraton. "Beliau sangat

sabar dan bijaksana me-

nanggapi segala sesuatu

permasalahan yang ada di

Kraton," katanya.

KGPH Hadiwinoto me-

ninggal dalam usia 72

tahun pada Rabu (31/3) di

RSUP Dr Sardjito pukul

08.13 WIB karena serang-

an jantung. Ia merupakan

putra ketiga Sri Sultan

HB IX dengan KRAy Wi-

dyaningrum.  (Dev/Cil)-d

KR-Khocil Birawa

Peti jenazah KGPH Hadiwinoto dibawa masuk

kompleks Makam Hastorenggo, Kotagede.

Inovasi yang ditelurkan Jawa Tengah selama pandemi

membuat Jateng masuk nominasi penerima Penghargaan

Pembangunan Daerah 2021 dari Badan Perencanaan Pem-

bangunan Nasional (Bappenas). Tahun 2020 lalu, Jateng juga

berhasil menjadi Provinsi Terbaik Nasional dalam perenca-

naan dan pencapaian program terbaik.

Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo menambahkan,  Gu-

bernur juga membuka ruang pada masyarakat untuk menge-

luarkan inovasi dan kreasi melalui ajang Krenova Jateng. Se-

lama tiga tahun terakhir, tak kurang dari 2000-an inovasi

muncul.         (Bdi)-f
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dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menginstruksikan

agar Jalur KA Bandara segera beroperasi Agustus 2021, se-

hingga fasilitas penunjang seperti stasiun termasuk overkap-

ping segera dikerjakan. "Kami punya kewajiban membuat

overkapping-nya. Jadi atap sepanjang 200 meter dari stasiun

bandara yang melaksanakannya kami," ujarnya.          (Rul)-d
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